BUPATI BANYUMAS

Manimbang

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 4212/ B3é 2011

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO (SD UMF)

BUPATI BANYUMAS,

bahwa pada hakekatnya penyelenggaraan pendidikan adalah
menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah,
keluarga dan masyarakat sehingga perlu adanya peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan salah
satunya melalui pendirian satuan pendidikan;

bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan, pendirian satuan pendidikan
TK, SD, SMP, SMA, dan SMK wajib mempercleh zin yang
diberikan oleh BupatiWalikota,

bahwa berdasarkan perbmbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b di atas peru menatapkan
Keputusan Bupati Banyumas tentang lzin Pendirian dan
Penyelenggaraan Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah
Purwokerto (SD UMPY),




Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia No. 4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Peraturan Pemerintah MNomor 18 Tahun 2005 tentang
Standar Masional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496),

Peraturan Pemernntah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 MNomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun
2006 tentang Standar Isi;

Peraturan Menteri Pendidikan MNasional Nomor 23 Tahun
2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan,

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun

2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menten Pendidikan
MNasional Nomor 22 dan 23 Tahun 2006;

Peraturan Menteri Pendidikan MNasional Nomor 18 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan
Pendidikan dasar dan Menengah;,
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5. Melaporkan hasil penerimaan Bantuan Operasional Sekolah
kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

6. Melaporkan penerimaan beasiswa yang dipercleh siswa didik
kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

7. Tidak menuntut bantuan apapun baik sarana dan prasarana
pendidikan maupun tenaga pendidik dari Pemerintah,
Pemerintah  Provinsi maupun Pemerintah  Kabupaten
Banyumas.

Apabila Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purwokerio
sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA tidak melaksanakan
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA,
maka dapat dijatubkan sanksi administratif berupa teguran sampai
dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat izin pendirian
Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Pengurus Yayasan Universitas Muhammadiyah Purwokerto
sebagaimana dimaksud dalam dikium PERTAMA dilarang
menduduki jabatan pengelola Sekolah Dasar Universitas
Muhammadiyah Purwokerto,

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diletapkan dengan ketentuan
apabila di kemudian har terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Mendiknas (u.p. Direktur Pembinaan SD) di Jakarta;

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

Sekretans Dasrah Kabupaten Banyumas,

Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas,
Kepala BAPPEDA Kabupaten Banyumas;

Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Kembaran;

Arsip (Dindik Kabupaten Banyumas).
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10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun
2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan MNasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah
Dasaradrasah Ibtidaivah (SD/MI), Sekolah Menengah
PertamaMadrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupalen Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

- Memberikan Izin Pendifan Sekolah Dasar Universilas

Muhammadiyah Purwokerto (SD UMP) yang diselenggarakan oleh
Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang berdomisili di
Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, yang
didirkan berdasarkan Keputusan Bersama Rektor dan Badan
Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomaor :
AT W308-S Kep/UMP/XII2010 dan A17 111 30-S. Kep/BPHUMP/
XI/2010 tentang Lembaga Pendidikan Dasar Laboratorium
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) S1 FKIP
Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

. Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purwokerio

sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA wajib

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang beriaku
terkait pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

2. Melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disahkan
oleh Pemerintah.

3. Bersifat niflaba dan tidak mengarah pada sifat mencari

keuntungan semata dalam melakukan pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan.

4. Melaporkan hasil penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan
dengan tenaga pendidik/pengajar, jumiah siswa dan sarana
dan prasarana pendidikan secara berkala setiap bulan kepada
Dinas Pendidikan Kabupaiten Banyumas;




